BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebijakan Fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang
penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara bersumber dari pajak,
penerimaan bukan pajak dan penerimaan yang berasal dari pinjaman atau bantuan
dari luar negeri yang sebelum masa reformasi dikategorikan sebagai penerimaan
negara (Government Revenues). Kebijakan fiskal sebenarnya merupakan kebijakan
pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan
alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Pada umumnya negara
mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari:(a)bumi, air, dan
kekayaan alam,(b)pajak, bea, dan cukai,(c)non-tax,(d)hasil perusahaan negara yang
tergolong dalam perusahaan,(e)sumber-sumber lain.

Pada tahun 2000 pemerintah melakukan reformasi di bidang perpajakan yaitu
dikeluarkannya peraturan perundangan yang baru mengenai:(i)ketentuan umum
dan tata cara perpajakan,(ii)pajak  penghasilan,(iii)pajak  pertambahan
nilai,(iv)badan penyelesai sengketa pajak,(v)penagihan pajak dengan surat
paksa,(vi)bea perolehan hak atas tanah dan bangunan guna meningkatkan
penerimaan negara. Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang
keuangan negara dan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang bendahara
negara pendapatan negara dapat dikelompokan ke dalam:(1)penerimaan
perpajakan,(2)penerimaan negara bukan pajak,(3)hibah. Menteri Keuangan telah
menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penetapan tarif tersebut
tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil
Tembakau. Hasil tembakau yang dimaksud adalah sigaret, cerutu, rokok daun,
tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lain.
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ROKOK

m 2015 m 2016 m 2017

X
S
—
o

X
S
~
S

8.40%

Grafik 1.1 Kenaikan Tarif Cukai dan Nilai PPN Rokok 2015-2017
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Dengan adanya kenaikan maka pemerintah juga sudah mempertimbangkan
tentang petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan negara.
Pemerintah telah menganggarkan target pendapatan pajak dalam negeri untuk tahun
2017 sebesar Rpl.464.796,5 miliar atau menurun sebesar 2,6 persen jika
dibandingkan dengan APBN-P tahun 2016. Penyebab penurunan tersebut karena
melemahnya perekonomian dunia yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi
dalam negeri (Indonesia, 2017). Dari target pendapatan tersebut 10,73%-nya atau
sebesar 157.158,0 milliar rupiah merupakan pendapatan dari Cukai. Salah satu
penyumbang terbesar penerimaan cukai adalah cukai hasil tembakau (CHT), pada
tahun 2017 target pendapatan dari cukai ditetapkan sebesar 149.878,0 milliar
rupiah. Pendapatan dari CHT tersebut menyumbang 10,23% dari target pendapatan
pajak dalam negeri pada APBN 2017 atau 95,37% dari pendapatan cukai 2017.
Target pendapatan tersebut naik 7,2% dari target penerimaan APBN 2016. Padahal
sesuai hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 (audited)
tercatat realisasi pendapatan CHT hanya 98,7% dari target yang ditetapkan seperti
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Grafik 1.2 Proyeksi dan Realisasi Cukai Hasil Tembakau pada APBN 2013-
2017(triliun rupiah)

Sebagai penyumbang terbesar pendapatan pajak dalam negeri dari penerimaan
cukai, nampak bahwa target CHT pada APBN tahun 2013 s.d. 2017 selalu naik.
Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, penerimaan dari CHT hanya sekali
tidak mencapai target yaitu pada tahun 2016. Terlebih sejak tahun 2014,
berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, atas Cukai Hasil Tembakau diberlakukan juga pembebanan
berupa Pajak Daerah Provinsi yaitu Pajak Rokok. Pungutan pajak ini dilakukan
dengan cara membebani pajak pada pajak pusat, dalam hal ini pajak rokok dibebani
tarif 10% atas cukai hasil tembakau pada konsumsi rokok/hasil tembakau.
Penerapan pungutan ini dilakukan tidak hanya dalam rangka penguatan keuangan
daerah, tetapi juga dilakukan dalam rangka menekan konsumsi rokok di Indonesia.
Berdasarkan Databoxs (2016) Indonesia merupakan negara dengan tingkat
konsumsi rokok perkapita tertinggi di ASEAN. Konsumsi rokok masyarakat
Indonesia usia 15 tahun ke atas pada 2014 mencapai 1.322,3 batang perkapita per
tahun, peringkat kedua ditempati Filipina dengan konsumsi rokok sebesar 1.291,08
batang per tahun, dan di posisi ketiga adalah Vietnam dengan konsumsi rokok
mencapai 1.215,3 batang perkapita per tahun.

Namun di Indonesia kenyataannya terjadi anomali, harga yang dibentuk dari

kebijakan pajak terhadap rokok belum menyurutkan minat masyarakat Indonesia



untuk mengkonsumsi rokok, meskipun harga rokok terus mengalami kenaikan. Hal
ini nampak pada target pendapatan CHT yang selalu naik dan bahkan melampaui
target sebagaimana tergambar pada gambar 1.1. Dari konsumsi rokok, pemerintah
telah mengenakan lebih dari satu jenis pajak yaitu PPN dan CHT sebagai pajak
pemerintah pusat dan pajak rokok sebagai pajak daerah. Penerapan pajak rokok
akan dapat menurunkan konsumsi dan produksi rokok, meningkatkan total
penerimaan pemerintah dari produk rokok, menurunkan net penerimaan negara dari
cukai hasil tembakau, meningkatkan total pendapatan dan belanja pemerintah
daerah provinsi secara signifikan, mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal
pemerintah provinsi serta meningkatkan output, pendapatan, dan kesempatan kerja.
Selama 10 tahun terakhir, penerimaan negara dari cukai semakin meningkat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan tren positif ini sejak 2007 dengan
total penerimaan dari cukai sebesar Rp44,68 triliun dan terus bertambah hingga
Rp145,53 triliun pada 2016. Proporsi penerimaan cukai terhadap total penerimaan
negara sebesar 6,31 persen pada 2007. Porsi ini meningkat menjadi 7,10 persen
pada 2012 dengan total penerimaan cukai sebesar Rp95,03 triliun. Pada 2015,
proporsinya sebesar 9,59 persen dari total penerimaan negara sebesar Rp144,64
triliun. Pada 2016, realisasi penerimaan negara dari cukai sebesar Rp143,53 triliun,
atau menurun sekitar 0,76 persen dibanding tahun sebelumnya, yang dipengaruhi
oleh penurunan produksi industri rokok. Tahun lalu, produksi rokok sebanyak 342
miliar batang atau turun sekitar 1,67 persen dibanding produksi tahun 2015.
Rata-rata proporsi penerimaan cukai tembakau terhadap cukai negara mencapai
95 persen. Pada 2007, penerimaan negara dari cukai tembakau sebesar Rp43,54
triliun atau setara 97,45 persen terhadap total penerimaan cukai. Pada 2016,
penerimaan negara dari cukai tembakau sebesar Rp137,94 triliun. Nilai ini setara
96,11 persen dari total penerimaan cukai dan 8,87 persen dari penerimaan negara.
Meningkatnya proporsi penerimaan cukai tembakau terhadap penerimaan negara
menjadi tanda besarnya peran industri rokok bagi perekonomian. Tingginya
kontribusi industri rokok bagi perekonomian tak lepas dari besarnya jumlah
perokok di Indonesia. Dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi

merokok di Indonesia sangat tinggi, khususnya pada laki-laki.



Menurut Kompas, Industri tembakau merupakan salah satu sektor
perekonomian terbesar di Indonesia karena konsumsi rokok di Indonesia sangat
besar. 65% pria di Indonesia adalah perokok, 53,7 juta orang dewasa Indonesia
adalah perokok aktif. Sementara 2,6 juta pemuda Indonesia memiliki hobi yang
sama. Angka perokok yang tinggi membuat Indonesia menjadi negara dengan
jumlah perokok terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan China. 336 miliar batang
rokok terjual di Indonesia. Para perokok Indonesia menggunakan 5%-7%
penghasilan mereka setiap bulan untuk membeli rokok atau produk lain turunan
tembakau (Kompas, Mei 2018).

Komisi IX DPR kembali menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk
membahas upaya pengendalian defisit BPJS Kesehatan. Dalam rapat tersebut
diketahui bahwa sampai akhir tahun 2018, BPJS Kesehatan masih mengalami
defisit mencapai Rp 16,5 triliun, termasuk akumulasi defisit tahun lalu sebesar Rp
4,4 triliun. Meskipun pemerintah sudah menggelontorkan dana sebesar Rp 4,9
triliun. Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengemukakan pemerintah
saat ini masil bisa meminimalisir potensi defisit BPJS Kesehatan dengan enam
kebijakaan seperti pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil
(DBH), sampai dengan pemotongan pajak rokok. Salah satu yang menjadi
penyumbang defisit paling besar BPJS Kesehatan adalah dari Peserta Bukan
Penerima Upah (PBPU) pekerja informal. Antara iuran dan beban tidak seimbang.
Berdasarkan data kementrian keuangan di September 2018, segmen tersebut hanya
mengumpulkan iuran Rp 6,51 triliun sementara beban peserta justru membengkak
Rp 20,34 triliun. Artinya ada selisih Rp 13,83 triliun. Sementara itu, segmen bukan
pekerja juga memiliki selisih Rp 4,39 triliun karena iuran yang berhasil
dikumpulkan hanya Rp 1,25 triliun, sementara bebanya bisa mencapai Rp 5,65
triliun. Sebenarnya mengatasi defisit hanya satu soal. BPJS Kesehatanpun juga
membutuhkan suntikan dana untuk membayar utang jatuh tempo yang secara total
mencapai Rp 7,2 triliun. Anggaran yang telah direncanakan oleh pemerintah masih
tidak dapat untuk memenuhi seluruh tanggungan BPJS Kesehatan ke pihak seperti
rumah dan perusahaan farmasi. Tanggungan BPJS Kesehatan mencapai Rp 7,05
triliun. Pemerintah masih tidak bisa menutupi semua tanggungan BPJS Kesehatan

dikarenakan pengajuan tanggungan yang teraudit sebesar Rp 4,9 triliun. Selain itu



Mardiasmo meralat hasil Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
yang menetapkan defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 16,58 triliun. Sampai akhir
tahun untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan maka Presiden Joko Widodo telah
menekankan Perpres nomor 12 tahun 2013 yang sudah direvisi. Didalam revisi
tersebut ada pajak rokok yang akan dimanfaatkan untuk menutup defisit BPJS
Kesehatan. Pemotongan pajak rokok sebesar 50% penerimaan negara atas pajak
rokok daerah, dan 75% akan dialokasikan untuk program JKN. (CNBN, September
2018)

Kementrian Keuangan (KemenKeu) memperkirakan pemotongan pajak rokok
pemerintah daerah sekitar Rp 1,1 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.
KemenKeu juga berharap agar pemerintah daerah bisa lebih baik lagi dalam
pemotongan pendapatan pajak rokok yang ada disetiap daerah. Berdasarkan catatan
KemenKeu pada Juni 2018, terdapat 289 daerah dari 542 pemda yang belum
sepenuhnya menjalankan kewajibannya, dan ada 22 pemda yang belum sama seklai
memenuhi kewajibannya. Pemerintah akan mengoptimalkan sinergi BPJS
Kesehatan dengan sejumlah lembaga penyelenggaraan jaminan sosial lain seperti
BPJS Ketenagakerjaan, PT Jasa Raharja, PT Asabri, dan PT Taspen. Selain
realokasi pendapatan pajak rokok daerah, pemerintah juga akan menutup defisit
BPJS Kesehatan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Pemerintah memperkirakan BPJS Kesehatan mendapatkan pemasukan sebesar Rp
1,48 triliun dari beberapa daerah yang bisa diambil DBH CHTnya. Aturan
penggunaan DBH CHT ada di PMK nomor 222 tahun 2017. (CNN, September
2018).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ROKOK
YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2017”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang seperti yang telah

dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Bagaimana kondisi Rasio Likuiditas dengan menggunakan perhitungan
rasio CR (Current Ratio), QR (Quick Ratio) perusahaan rokok yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017?

2. Bagaimana kondisi Rasio Solvabilitas dengan menggunakan perhitungan
rasio DER (Debt to Equity Ratio), DAR (Debt to Asset Ratio) perusahaan
rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017?

3. Bagaimana kondisi Rasio Profitabilitas dengan menggunakan perhitungan
rasio ROA (Return on Asset Ratio), ROE (Return on Equity Ratio)
perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode
2013-2017?

1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan uraian permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka
tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk menganalisis kondisi Rasio Likuiditas dengan menggunakan
perhitungan rasio CR (Current Ratio), QR (Quick Ratio) perusahaan rokok
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017
2. Untuk menganalisis kondisi Rasio Solvabilitas dengan menggunakan
perhitungan rasio DER (Debt to Equity Ratio), DAR (Debt to Asset Ratio)
perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode
2013-2017
3. Untuk menganalisis kondisi Rasio Profitabilitas dengan menggunakan
perhitungan rasio ROA (Return on Asset Ratio), ROE (Return on Equity
Ratio) perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode 2013-2017

1.4. Manfaat Penelitian
1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemikiran, pengetahuan dan
gambaran yang lebih jelas mengenai analisis kinerja keuangan pada
perusahaan rokok yang terdaftar di BEl sebagai aplikasi penerapan ilmu
yang diperoleh selama kuliah di Universitas Internasional Semen Indonesia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen.



2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan studi, perbandingan,
dan tambahan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dan peneliti dalam
melakukan penelitian dengan topik yang sama.

3. Agar menjadi masukan yang berguna untuk perusahaan rokok yang terdaftar
di BEI agar bisa membuat kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih baik

lagi.



